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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum 
dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri dan dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a UU 10 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk 
Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing 
Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 
TLN No.4355), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167), Keppres RI 56/P Tahun 
2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Permohonan untuk mendapatkan BM DTP diajukan oleh Pembina Sektor Industri kepada 
Menteri Keuangan dilampiri dengan: analisis dan alasan perlunya Industri Sektor Tertentu 
diberikan BM DTP dengan memperhatikan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), daftar Barang dan Bahan dengan uraian spesifikasi teknis, 
sesuai ketentuan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5); 
dan usulan pagu anggaran BM DTP untuk Tahun Anggaran 2011. KPA BM DTP mengajukan 
usulan pengalokasian anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4). Dalam rangka penerbitan Keputusan 
Menteri Keuangan mengenai pemberian BM DTP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima 
dan memeriksa permohonan BM DTP dan Rencana Impor Barang atau Rencana Impor Barang 
Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Indutri, yang diajukan 
oleh perusahaan. embina Sektor Industri menyampaikan Laporan Semester Realisasi Bea Masuk 
Ditanggung Pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan BM DTP dan laporan 
pemanfaatan BM DTP kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
Kementerian Keuangan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II Peraturan Menteri Keuangan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri Keuangan ini. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan 
Juni dan Desember 2011. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 
Desember 2011. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2010. 

  - Lampiran halaman 1 s.d. 3 

 


